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PEMASALAHAN PENDIDIKAN SEJARAH

Permasalahan utama pendidikan sejarah adalah kenyataan bahwa orang lebih banyak
memperhatikan materi dan disiplin sejarah dibandingkan kepentingan peserta didik. Pertanyaan
yang sering diajukan adalah berapa banyak pengetahuan sejarah yang dimiliki seorang peserta
didik, bukan bagaimana kepribadian seorang peserta didik setelah belajar sejarah? Apakah
kepribadian seorang peserta didik menjadi semakin baik sebagai seseorang, warga masyarakat,
warga bangsa, dan bahkan warga dunia? Pertanyaan ini jarang terdengar dan kalau pun terdengar
suaranya sayup-sayup. Pertanyaan mengenai pengetahuan sejarah lebih dominant dibandingkan
pertanyaan tentang peserta didiknya.

Pendidikan sejarah tidak berdiri sendiri dalam hal ini. Kurikulum masih berkenaan dengan
esensialisme dan perenialisme dan oleh karena itu maka pendidikan adalah pendidikan disiplin
ilmu. Apabila pendidikan diwarnai pandangan pendidikan disiplin ilmu maka pertanyaan yang
selalu diajukan adalah berapa banyak fakta, konsep, teori, ketrampilan dari disiplin ilmu itu
dikuasai peserta didik. Dalam kancah pendidikan disiplin ilmu maka matematika, biologi, fisika,
kimia (IPA) menjadi primadona. Para pengambil keputusan dalam pendidikan menjadi gelisah
penguasaan materi peserta didik dalam bidang primadona itu rendah. Jika hal itu terjadi maka
bangsa dinyatakan dalam keadaan bahaya dan segala upaya dikerahkan untuk mengatasi
kelemahan tersebut. Dana khusus dan pelatihan khusus diberikan, kemenangan dalam olimpiade
matematika, biologi, fisika, kimia menjadi tolok ukur utama keberhasilan. Sejarah yang secara
keliru dianggap sebagai pendidikan yang hanya berhubungan dengan masa lampau (Hasan,
2006) bukan merupakan prioritas.

Ketika bangsa ini carut marut dengan kenyataan kehidupan yang mengancam keutuhan bangsa,
kurikulum masih tetap pada jalur berfikir semula. Pandangan esensialisme dan perenialisme yang
berakar tunjang dan menghujam ke bumi selama lebih dari setengah abad memberikan pohon
wawasan dan kebijakan yang kokoh. Ketika masyarakat ini penuh dengan kenyataan pahit
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seperti korupsi, kemiskinan, ketidakstabilan politik, kerencanan sosial, mental menerabas,
semangat penipuan yang terhunjam dari atas ke bawah, kurikulum tidak merespons secara
mendasar dan konseptual. Pandangan esensialisme dan perenialisme yang digunakan telah
membatasi permasalahan yang menjadi kepedulian pendidikan dan kurikulum yang
dikembangkan sebagai jawaban pendidikan terhadap masalah. Bagi pendidikan masalah
penguasaan ilmu yang harus diurus adalah ilmu yang sudah jadi (formal knowledge) sedangkan
kenyataan sosial adalah sesuatu yang menjadi kepedulian ilmu untuk nantinya dikembangkan
sebagai formal knowledge. Sebelum menjadi formal knowledge maka masalah sosial, budaya,
ekonomi, politik bangsa bukan kepeduliaan pendidikan dan kurikulum.

Sesuai dengan pandangan esensialisme dan perenialisme pula maka tujuan pendidikan adalah
mengembangkan kecerdasan intelektual. Kecerdasan ini sangat diperlukan, penting dan
seringkali dianggap sebagai pembeda antara manusia dengan mahluk lainnya. Kecerdasan
intelektual diwakili oleh organ otak sehingga muncullah kemudian teori tentang otak kiri dan
otak kanan. Otak kiri untuk hal yang berkenaan dengan kecerdasan bidang matematika dan ilmu
alamiah sedangkan otak kanan untuk hal-hal yang berkenaan dengan humaniora dan ilmu sosial.
Teori kecerdasan lain yang lama berkembang dan dinyatakan dalam pengukuran qoeficient yang
terkanl dengan nama Intelligent Qoeficient (1Q). 1Q adalah hasil bagi skor dalam matematika,
logika matematika dan bahasa dengan umur calender.

Teori 1Q sangat bersesuaian dengan tujuan pendidikan esensialisme dan perenialisme.
Perkembangan studi yang lebih lanjut menemukan bahwa manusia memiliki pula dimensi
intelligence lain kurang atau bahkan tidak mendapat tempat dalam pendidikan. Jika dikenal
kemudian bahwa ada “multiple intelligence” yang dikembangkan Gardner, ada “emotional
intelligence” yang dikembangkan Coleman, dan ada pula emotional bahkan religious
intelligence. Dalam pandangan terakhir ini maka manusia memiliki berbagai kecerdasan yang
menyebabkan seseorang dapat menjadi manusia yang “utuh”, bukan manusia yang hanya
“berkepala besar”. Dalam kontek ini maka pendidikan Sejarah harus ditinjau ulang dan posisi
pendidikan sejarah sebagai alat untuk mengembangkan potensi kemanusiaan peserta didik perlu
mendapat kajian.

Berbagai aspek yang selama ini dinyatakan sebagai kelemahan dalam pendidikan sejarah adalah:
sejarah sebagai hafalan, tidak terkait dengan kehidupan masa kini, sekuens materi sejarah yang
kronologis, dan kepribadian peserta didik.



PESERTA DIDIK DAN POTENSI KEMANUSIAAN

Sebagai manusia peserta didik bukan orang dewasa tetapi manusia yang memiliki potensi
kemanusiaan yang memerlukan pengembangan. Potensi kemanusiaan itu beragam dan seorang
peserta didik memiliki kemungkinan pengembangan potensi kemanusiaan yang jauh lebih besar
dibandingkan orang dewasa. Kemungkinan pengembangan potensi orang dewasa sudah lebih
terbatas karena potensi itu memiliki “’sensitiveness” pengembangan sejalan dengan kematangan
usia biologi. Pada peserta didik, bahkan sejak masih menjadi bayi, sensitiveness” itu sangat
tinggi sehingga timbul kesan keliru seolah-olah pendidikan mampu berbuat apa saja dalam arah
yang diinginkan untuk mengembangkan potensi kemanusiaan peserta didik (teori tabula rasa).
Pendidikan tidak memiliki kemampuan untuk berbuat apa saja tetapi dalam masa ”sensitiveness”
yang tinggi tersebut tindakan pendidikan banyak menentukan kemanusiaan peserta didik ketika
mereka sudah keluar dari sistem pendidikan persekolahan. Pengembangan potensi yang
dilakukan oleh sistem pendidikan persekolahan akan banyak menentukan kehidupan mereka dan
kemampuan mereka mengembangkan potensi kemanusiaan yang mereka miliki. Dengan
perkataan lain, potensi kemanusiaan yang telah dikembangkan melalui sistem pendidikan
persekolahan merupakan dasar bagi pengembangan potensi kemanusiaan berikutnya.’

Manusia diciptakan dengan berbagai potensi. Potensi yang paling banyak digauli dan
dikembangkan dalam dunia pendidikan adalah potensi intelektual. Selain potensi intelektual
manusia memiliki potensi emosi, potensi berkomunikasi melalui simbol, potensi minat, potensi
spiritual, potensi bermasyarakat, potensi kebudayaan, potensi ekonomi, dan sebagainya.
Pendidikan harus berhubungan dengan potensi dalam berbagai dimensi kemanusiaan tersebut.
Pembatasan diri selama ini hanya pada potensi intelektual yang didasarkan pada filosofi
esensialisme dan perenialisme telah menjadikan pendidikan, termasuk pendidikan sejarah, hanya
memperhatikan dimensi intelektual semata. Itu pun seperti telah dikemukakan di atas, potensi
intelektual yang dimaksudkan adalah intelektual dalam arti sempit yaitu “’logico-mathematical
intelligence” dengan teori IQ yang terkenal tersebut. Pendidikan sejarah dan pendidikan lainnya
seharusnya diarahkan untuk mencapai pengembangan intelektual dalam pengertian ini.

Padahal, dalam dimensi intelektual manusia memiliki berbagai dimensi intelektual sebagaimana
yang dikemukakan Gardner (2006) dengan istilah ”multiple intelligences”. Pada diri seseorang
mungkin saja yang menonjol salah satu atau beberapa kemampuan intelektual sehingga di
wilayah itulah dia memiliki kemungkinan pengembangan diri yang sangat besar dalam hidupnya.
Dengan demikian adalah suatu keharusan bagi kurikulum untuk mengembangkan berbagai
dimensi intelektual itu dan tidak boleh terpaku hanya pada satu dimensi saja. Demikian pula
tugas suatu mata pelajaran, dalam hal ini sejarah, pada suatu kurikulum tidak boleh terbatas
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potensi lebih awal dan menjadi dasar bagi pengembangan potensi pada pendidikan system persekolahan tetapi juga
memiliki dimensi dan ruang lingkup yang lebih luas. Pada pemaparan ini focus ada pada pendidikan system
persekolahan dan lebih khusus lagi pendidikan sejarah maka pengaruh dari pendidikan keluarga dan pendidikan
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hanya pada satu dimensi intelektual walau pun tidak seluas lingkup kurikulum tetapi haruslah
pada beberapa dan disesuaikan dengan karakteristik materi mata pelajaran tersebut.

Filosofi esensialisme menekankan kurikulum sebagai media pendidikan untuk “cultivation of the
intellect , academic excellence”. Pandangan yang mirip dianut oleh filosofi perenialisme yang
menekankan pada “cultivations of rational powers” dan ”academic excellence”. Kedua filosofi
menempatkan pendidikan sejarah sebagai pendidikan untuk pengembangan intelektual dalam
pengertian lama. Dalam pengertian lama ini intelektual adalah yang diistilahkan dengan "logical-
mathemathical intelligence” dan paling jauh kepada “linguistic intelligence” yang oleh Gardner
dikelompokkan sebagai “cannonical intelligence” (Gardner, 2006:32-33). Sementara itu
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kelompok yang dinamakan “noncanonical intelligence” seperti “musical intelligence”, “spatial

intelligence”, “’bodily-kinesthetic intelligence”, naturalist intelligence”, “’personal intelligence”
yang terdiri atas “interpersonal intelligence” dan “intrapersonal intelligence”.

Pendidikan sejarah harus keluar dari kekakuan filosofis semacam itu. Pendidikan sejarah harus
mampu menggunakan berbagai filosofi pendidikan sehingga mampu mengembangkan berbagai
dimensi intelektual peserta didik, mendekatkan materi dan proses pembelajaran dengan
masyarakat sekitarnya, dan menjadikan masyarakt sekitar sebagai objek studi yang langsung
dapat diamati. Untuk itu filosofi esensialisme dan perenialisme dapat diperkaya dengan filosofi
“progressivism” dan “’social reconstructionism”. Pandangan yang bersifat “ecclectic” untuk
pengembangan kurikulum adalah sesuatu yang banyak digunakan orang dan sah karena kategori
filosofi pendidikan yang ada dalam buku teks adalah hasil dari kajian akademik berdasarkan
hasil analisis dari kenyataan yang ada di lapangan. Kenyataan lapangan yang tercampur aduk
”dibersihkan” ke dalam kategori tertentu berdasarkan ciri-ciri utama kategori. Pada gilirannya,
pada tingkat pelaksanaan di lapangan maka kategori tadi dapat dilepaskan kembali dan dengan
demikian pada pelaksanaan pengembangan kurikulum selalu boleh dan sah menggunakan
pandangan filosofis yang eklektik atau kembali pada kenyataan lapangan sebelum sebuah teori
tentang lapangan dikembangkan.

Sesuai dengan karakteristik materinya, materi pendidikan sejarah memiliki kemampuan
mengembangkan beberapa dimensi intelektual yang dikemukakan Gardner. Dimensi ”lingusitic
intelligence”, spatial intelligence”, “social intelligence” dan “personal intelligence” adalah
dimensi intelektual yang dapat dikembangkan melalui pendidikan sejarah. Materi yang terdapat
pada disiplin dalam pendidikan  sejarah (Hasan, 2000) memiliki kemampuan untuk
mengembangkan dimensi intelektual yang dimaksudkan. Revitalisasi pendidikan sejarah
haruslah terjadi dan pendidikan sejarah harus dapat menempatkan dirinya sebagai pendidikan
yang memiliki tugas untuk mengembangkan dimensi inteligensi yang telah dikemukakan. Untuk
itu pendidikan sejarah harus berani mengubah filosofi yang dianut selama ini menjadi filosofi
eklektik yang didalamnya terdapat pandangan essensialis, perenialis, eksperimentalisme, dan
rekonstruksi sosial. Pandangan yang eklektik ini akan memberikan peluang yang besar bagi
pendidikan sejarah untuk mengembangkan manusia yang memiliki inteligensi sosial, warga yang
demokratik, cinta tanah air dan bangsa, berani mengambil posisi keteladanan, memiliki
kepedulian sosial, rasa ingin tahu yang tinggi, kreativitas yang tinggi, memiliki kemampuan
berkomunikasi yang tinggi, dan mampu memanfaatkan peristiwa sejarah untuk meningkatkan
kualitas kehidupan diri peserta didik, masyarakat, dan bangsa. Posisi filosofi yang eklektik
memberikan pendidikan sejarah menjadi akrab dengan lingkungan sekitarnya, memberikan



kesempatan kepada peserta didik untuk belajar membangun cerita sejarahnya dari sumber yang
tersedia di masyarakat, melepaskan diri dari belenggu bahwa sejarah hanyalah sesuatu yang
formal dan telah tertulis sebagai suatu bahan cerita dalam buku-buku yang ditulis sejarawan.
Filosofis yang eklektik akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menerapkan
pengetahuan sejarah untuk mengenal masyarakat terdekatnya dan bangsanya.

KEBIJAKAN KURIKULUM PENDIDIKAN SEJARAH

Kebijakan mengenai kurikulum di Indonesia pada masa belakangan ini mengalami perubahan
yang cukup mendasar. Jika pada masa sebelumnya, ketetapan mengenai suatu kurikulum
sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat melalui Departemen Pendidikan Nasional pada
saat sekarang kekuasaan untuk menentukan kurikulum berbagi antara pemerintah pusat dengan
satuan pendidikan. Pemerintah Pusat tidak berbagai wewenang dengan pemerintah propinsi mau
pun pemerintah daerah/kota tetapi langsung kepada satuan pendidikan yang akan melaksanakan
kurikulum tersebut. Pemerintah pusat menetapkan standar yang berlaku secara nasional dan
standar tersebut dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan menjadi kurikulum satuan
pendidikan tersebut yang dikenal dengan nama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Memang
benar kontrol dari pemerintah daerah/kota tidak lepas sama seklai tetapi sifatnya adalah
koordinatif. Suatu KTSP hanya dapat dinyatakan berlaku di suatu satuan pendidikan apabila
ditandatangani oleh kepala sekolah dan ketua Komite Sekolah.

Sesuai dengan ketetapan dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 19 tahun 2005 maka wewenang Pemerintah Pusat dibatasi pada penetapan standar yang
bersifat nasional. Kewenangan tersebut meliputi kewenangan menetapkan Standar Kompetensi
Lulusan (SKL) dan Standar Isi (SI). Secara keseluruhan proses pengembangan kurikulum
tersebut digambarkan sebagai berikut (Hasan, 2007):
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Diagram di atas jelas menunjukkan bahwa Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan adalah
terjemahan dari kualitas manusia Indonesia yang harus dikembangkan kurikulum. Dengan
perkataan lain, para pengambil keputusan di bidang pendidikan terutama di bidang kurikulum
harus dapat menentukan kualitas minimal yang diperlukan manusia Indonesia di masa
mendatang. Kualitas tersebut dikembangkan menjadi kualitas yang dinyatakan dalam Standar
Kompetensi Lulusan (SKL) dan kemudian dikembangkan dalam Standar Isi (SI). Ini adalah
kegiatan penentuan kurikulum pada tingkat nasional.

Pada taraf itu maka pengambil keputusan harus menentukan kontribusi dari setiap mata pelajaran
atau konten kurikulum terhadap kualitas tersebut. Di sini terlihat kontribusi pendidikan sejarah
terhadap kualitas manusia yang diharapkan. Berbagai kualitas dasar atau yang dinamakan
“essential competencies” menjadi tanggungjawab setiap mata pelajaran. Essential competencies
menyangkut berbagai aspek kemanusiaan peserta didik dan manusia yang diperlukan untuk
mengembangkan kehidupan pribadinya, masyarakat, dan bangsanya. Kemampuan yang
berkenaan dengan berbagai aspek inteligensi yang telah dikemukakan di atas, kehidupan sosial,
agama, ekonomi, politik, budaya, ilmu, dan teknologi mana yang menjadi kewajiban pendidikan
sejarah. Kemudian barulah kemampuan khusus yang secara khusus hanya bisa dikembangkan
melalui pendidikan sejarah. Oleh karena itu sudah seharusnya terjadi perubahan pengembangan



pendidikan sejarah dari pendekatan tradisional ke pendekatan baru yang lebih memperhatikan
pengembangan potensi kemanusiaan peserta didik.

Secara tradisional pendidikan sejarah dimaknai sebagai upaya unuk mentranfer kemegahan
bangsa di masa lampau kepada generasi muda. Dengan posisi yang demikian maka pendidikan
sejarah adalah wahana bagi pewarisan nilai-nilai keunggulan bangsa. Melalui posisi ini
pendidikan sejarah ditujukan untuk membangun kebanggaan bangsa dan pelestarian keunggulan
tersebut. Makna pendidikan sejarah yang demikian tentu saja penting. Kehidupan bangsa masa
kini adalah kelanjutan dari kehidupan bangsa masa lalu. Oleh karena itu sulit bagi generasi muda
bangsa untuk dapat hidup sebagai bangsa jika dia tidak mengenal prestasi-prestasi besar yang
telah dilakukan bangsanya. Sayangnya, makna yang demikian hanya memberi satu sisi dari
warisan kehidupan bangsa dan melupakan sisi lain yang tidak cemerlang, menggambarkan
kelemahan atau mungkin merupakan lembaran hitam dalam perjalanan sejarah kehidupan
bangsa. Pengenalan pada kedua sisi tersebut akan menunjukkan jati diri bangsa dan ketika
dikaitkan dengan kebermaknaan kehidupan masa kini maka generasi muda dapat mengambil
pelajaran yang lebih baik dari sejarah. Sudah saatnya pendidikan sejarah tidak boleh hanya
menjadi pewarisan nilai kecermelangan tetapi juga pelajaran dari kegagalan dan perilaku buruk
bangsa.

Makna kedua pendidikan sejarah berkenaan dengan upaya memperkenalkan peserta didik
terhadap disiplin ilmu sejarah. Dalam jawaban ini maka pendidikan sejarah diposisikan sebagai
pendidikan tentang cara berfikir keilmuan, pemahaman berbagai peristiwa sejarah yang menurut
kategori ilmu adalah peristiwa penting, dan berbagai ketrampilan yang diperlukan dalam
mempelajari dan mengembangkan ilmu sejarah. Oleh karena itu kualitas seperti berfikir
kronologis, pemahaman sejarah, kemampuan analisis dan penafsiran sejarah, kemampuan
penelitian sejarah, kemampuan analisis isu dan pengambilan keputusan (historical issues-analysis
and decision making)* (NCHS, 1996: 6-7) menjadi tujuan penting dalam pendidikan sejarah.
Posisi jawaban ini menghendaki sejarah berdiri sebagai mata pelajaran mandiri dalam kurikulum.
Relevansi diukur dari kepentingan disiplin ilmu dan materi kurikulum ditentukan berdasarkan
kriteria relevansi ini. Apakah materi sejarah lokal perlu menjadi materi kurikulum didasarkan
pada pertanyaan apakah materi sejarah lokal tersebut merupakan peristiwa penting yang layak
mendapatkan perhatian dari sejarah. Jika ya maka materi sejarah lokal akan dijadikan materi
kurikulum dan jika tidak maka materi sejarah lokal tersebut tidak akan dijadikan materi
kurikulum. Kompetensi atau pun standar yang dikembangkan untuk kurikulum pendidikan
sejarah dalam pandangan ini haruslah pula didasarkan pada hal-hal penting menurut pandangan
ilmu sejarah.

Pendidikan sejarah dalam posisi ini adalah bentuknya yang paling esensialis bagi sejarah sebagai
wahana pendidikan untuk mencapai tujuan yang diperlukan sebagai seorang sejarawan. Dengan
demikian tujuan lain di luar menjadi seorang sejarawan yang nota bene adalah pengembangan
kemampuan potensi peserta didik pada ranah selain kognitif dianggap tidak layak dan bahkan
merupakan penyimpangan dari pendidikan sejarah. Tujuan yang mengandung nilai dan
berkenaan dengan ranah afektif adalah bukan menjadi tugas pendidikan sejarah. Dalam

* Pengertian historical issues-analysis and decision making adalah kemampuan menganalisis dan menentukan
apakah tindakan sejarah yang dilakukan oleh para pelaku sejarah tersebut merupakan keputusan yang baik dan
mengapa dianggap sebagai keputusan yang baik.



pandangan ini, mengembangkan semangat nasionalisme, persatuan, toleransi, cinta damai bukan
pula tugas atau pun tujuan pendidikan sejarah. Standard seperti “’students understand that being a
good citizen involves acting in certain ways” atau “students describe the rights and individual
responsibilities of citizenship” bukan tujuan pendidikan sejarah.

Selanjutnya, tujuan pendidikan sejarah tidak diarahkan untuk menguasai kompetensi atau
kemampuan yang dianggap penting hanya oleh ilmu sejarah semata tetapi dianggap penting
sebagai kemampuan yang dapat digunakan dalam kehidupan pribadi peserta didik dan dalam
kehidupan sebagai anggota masyarakat dan wargnegara. Posisi jawaban ini menghendaki
kebermaknaan belajar sejarah dilihat dari relevansinya terhadap kehidupan manusia umum
(bukan sejarawan) di masyarakat. Tentu harus diakui bahwa jawaban terhadap pertanyaan dasar
ini menyebabkan pemilihan materi pendidikan sejarah tidak lagi didasarkan pada kriteria
penting-tidaknya menurut ilmu sejarah tetapi pada kriteria seperti yang dikatakan Jakubowski
(2002:7) student who does something with the knowledge they learn will be in a better position
to retain and find meaning in the information”. Pemanfaatan informasi yang diperoleh dari
sejarah bagi kehidupan dinyatakan Borries (Stearns, Sexas dan Weinburg,2000:247) sebagai
kemampuan berikut ini “morally judge historical events according to the standards of human and
civil rights; explain the situation in the world today and find out the tendencies of change;
acknowledge the traditions, characteristics, values, and tasks of our nation and society; values
the preservation of historical relics and old buildings; internalize basic democratic value.

Dalam konteks semacam ini maka bukanlah suatu hal yang aneh jika pendidikan sejarah
bertujuan mengembangkan kemampuan membaca, mematuhi aturan, disiplin, dan berbagai aspek
kehidupan yang penuh nilai. Tentu saja tujuan seperti mengembangkan kemampuan berfikir
sejarah, membangun kesadaran akan waktu, pemahaman terhadap peristiwa sejarah, berfikir
kritis terhadap sumber/bacaan dan sebagainya dapat pula menjadi tujuan pendidikan sejarah di
jenjang ini. Kurikulum Pengetahuan Sosial SD dan M1 2004 tampaknya sudah cukup mewadahi
tujuan-tujuan yang dibicaralan di atas.

Untuk kepentingan pendidikan sejarah dalam mengembangkan potensi kemanusiaan peserta
didik maka cerita sejarah haruslah tidak kering dari nilai-nilai. Penyajian cerita sejarah yang
hanya dipenuhi oleh deretan fakta semata dan mengabaikan keterkaitan nilai akan mempersulit
proses identifikasi diri dan identifikasi sebagai bangsa. Setiap peristiwa sejarah memiliki nilai-
nilai. Konflik dalam peristiwa sejarah baik internal mau pun eksternal, seperti halnya kejadian
lain dalam peristiwa sejarah, selalu syarat dengan nilai karena ia berhubungan dengan kehidupan
manusia. Memisahkan nilai-nilai dari penafsiran dan analisis tidak akan memberikan gambaran
yang menyeluruh dan utuh tentang peristiwa tersebut dan akan menyulitkan proses identifikasi.
Fakta hanya berkenaan dengan wilayah kognitif seseorang sedangkan nilai akan menyentuh
wilayah afektif dimana proses identifikasi mendasarkan dirinya. Secara tegas dapat dikatakan
tanpa nilai maka tidak akan ada proses identifikasi.

Permasalahan lain adalah penyajian peristiwa sejarah yang lepas antara satu peristiwa dengan
peristiwa lainnya. Peristiwa sejarah yang satu tidak digambarkan berkaitan dengan peristiwa
lainnya dalam suatu benang merah kausalita. Wilayah Nusantara seharusnya menjadi suatu “unit
of analysis” sehingga menampakkan adanya keterkaitan antar peristiwa. Melalui cara ini peserta



didik diajak untuk melihat bahwa peristiwa yang terjadi di suatu wilayah yang dekat dengan
dirinya memiliki suatu keterkaitan kuat dengan peristiwa lain yang terjadi di wilayah yang lebih
jauh dari dirinya dalam wilayah negara Republik Indonesia. Dengan cara ini maka pendidikan
sejarah mampu meperlihatkan bahwa peristiwa sejarah di suatu wilayah dengan peristiwa sejarah
di wilayah lain membentuk suatu kesatuan peristiwa yang lebih besar. Pendekatan ini
memerlukan identifikasi berbagai konsep yang dapat dijadikan benang merah dalam penafsiran
peristiwa sejarah yang ada.

Pendidikan sejarah harus dapat memanfaatkan konflik dan unsur nilai yang ada dalam suatu
cerita sejarah. Pemanfaatan konflik dan nilai secara bersamaan dapat digunakan untuk upaya
membangun berbagai kualitas kemanusiaan pada diri peserta didik jika diikuti dengan penjelasan
yang positif. Konflik adalah suatu kenyataan yang terus menerus terjadi di masyarakat dari
masyarakat masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Penjelasan-penjelasan tersebut didasari
oleh suatu kaedah untuk memperkokoh integritas bangsa sehingga kemampuan kemanusiaan
peserta didik bukanlah sesuatu yang tanpa batas. Suatu bangsa yang terdiri atas beragam suku
dan nilai memiliki beragam perbedaan tetapi untuk menjadi suatu persaingan untuk suatu
kehidupan kebangsaan yang sehat bukan suatu kehidupan kebangsaan yang seragam. Penyajian
konflik dan nilai yang salah akan berakibat pada penyempitan pandangan, sikap egoistik,
identifikasi diri yang salah, dan sumber pertentangan.

Secara universal, peristiwa sejarah selalu menggambarkan pertemuan antara satu nilai,
keyakinan, pandangan, atau pun sikap hidup dengan nilai, keyakinan, pandangan, atau sikap
hidup lainnya. Pertemuan itu dapat menyebabkan konflik sehingga terjadi pertentangan antara
satu kelompok masyarakat, etnis, suku bangsa, bangsa dengan yang lainnya. Misalnya konflik
antara bangsa terjajah dengan penjajah yang terjadi karena adanya pertemuan dua nilai yang
berbeda dimana kaun penjajah memiliki keyakinan bahwa mereka berhak atas daerah yang
mereka jajah sedangkan pihak terjajah meyakini bahwa wilayah itu adalah warisan nenek
moyang yang harus mereka pertahankan sebagai wilayah kekuasaan mereka dan adalah hak
mereka untuk berkuasa. Bentuk konflik yang paling rendah adalah pertentangan dalam sikap
sedangkan bentuk konflik yang paling tinggi adalah perang.

Peristiwa sejarah yang digunakan sebagai media pendidikan dapat mengembangkan konflik
tersebut dalam bentuk yang positif tetapi dapat juga negatif terhadap upaya membangun memori
kolektif. Penggambaran konflik yang positif memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk
melihat dan mengkaji bahwa adanya konflik tersebut tidaklah berarti bahwa satu fihak salah
seluruhnya sedangkan fihak lain benar seluruhnya. Misalnya, fihak penjajah Belanda atau Jepang
tidaklah selalu digambarkan sebagai fihak yang seluruhnya salah dalam melaksanakan
kekuasaannya sedangkan fihak Indonesia yang melakukan perlawanan tidak pula digambarkan
sebagai fihak yang selalu benar walau apapun yang dilakukannya. Dalam gambaran sejarah
semacam ini dapat dikemukakan kerugian dan keuntungan yang diberikan fihak penjajah atau
fihak yang terjajah. Pertentangan antara satu kelompok atau kekuasaan dengan kelompok atau
kekuasaan lain tidak pula disebabkan karena kesalahan pada satu kelompok tetapi mungkin pada
keduanya. Gambaran yang seimbang seperti itu akan mampu mengembangkan kemampuan
untuk melihat makna negatif dan positif dari suatu peristiwa sejarah yang dasarnya adalah
peristiwa tentang kehidupan manusia.



Hal seperti ini tentu menguntungkan dalam pengembangan memori kolektif sebagai suatu bangsa
bagi peserta didik dan mengganggu upaya memperkokoh integritas bangsa. Peserta didik akan
bereaksi secara emosional apabila wilayah geografis dimana dia tinggal menjadi wilayah yang
menjadi objek dari kejayaan kekuasaan wilayah lain. Pemikiran bahwa wilayah yang
didudukinya adalah wilayah yang "dikorbankan™ untuk kepentingan nasional (baru) tidak pula
akan menghasilkan suatu kesadaran kebangsaan dan warga masyarakat yang positif sebagai
suatu bangsa atau pun suatu integrasi nasional yang kokoh.

Membaca peristiwa sejarah haruslah menghasilkan apa yang dinamakan oleh Waterworth
(2000:19) sebagai upaya untuk "menampung atau memperluas apresiasi peserta didik terhadap
peristiwa sejarah yang dipelajarinya”. Memang Waterworth berbicara tentang proses belajar
dengan metode reenactment yang memiliki kekuatan dalam mengembangkan imajinasi peserta
didik dan dapat memberikan sentuhan pribadi. Meski pun demikian, prinsip pendidikan sejarah
yang dikemukakan Waterworth dapat diterapkan dalam berbagai metode pendidikan sejarah
sehingga apresiasi tersebut dapat menjadi dasar mengembangkan potensi kemanusiaan manusia
masa kini melalui pemahaman mengenai kualitas kemanusiaan masa lalu dan imaginasi
mengenai kehidupan masa kini yang dapat meneruskan, mengembangkan, dan meningkatkan
kualitas kemanusiaan masa kini yang lebih baik..

ASESMEN HASIL BELAJAR IPS/SEJARAH

Berdasarkan kebijakan kurikulum masa kini maka hasil belajar peserta didik kurikulum sejarah
disebut kompetensi. Kompetensi tersebut dapat berbentuk pengetahuan, sikap, ketrampilan,
minat, dan kebiasaan (habit) yang berkenaan dengan kualitas kemanusiaan yang diharapkan.
Berbeda dengan asesmen yang dilakukan saat sekarang dimana peserta didik “dibiarkan” tidak
menguasai apa yang seharusnya menjadi hasil belajarnya maka dalam impelemntasi kurikulum
sejarah berbasis kompetensi pelaksanaan semacam itu sudah harus ditinggalkan. Dalam asesmen
hasil belajar kurikulum sejarah, guru harus mendapatkan informasi yang akurat tentang tingkat
pencapaian peserta didik, melakukan perbaikan jika belum memenuhi persyaratan minimal, dan
memiliki informasi yang akurat mengenai materi yang sulit dikuasai peserta didik. Perubahan
orientasi dan pelaksanaan asesmen ini mutlak dilakukan dalam implementasi kurikulum sejarah
berbasis kompetensi.
Apa yang dinilai dalam asesmen hasil belajar sejarah adalah:
- pengetahuan mengenai dan pemahaman terhadap peristiwa sejarah
lokal dan nasional
- kemampuan mengkomunikasikan pemahamannya mengenai peristiwa
sejarah dalam bahasa lisan dan tulisan
- kemampuan menarik pelajaran/nilai dari suatu peristiwa sejarah
- kemampuan menerapkan pelajaran/nilai yang dipelajari dari peristiwa
sejarah dalam kehidupan sehari-hari masa kini
- sensitivitas dalam masalah sosial dan kemampuan menggunakan
pelajaran dari peristiwa sejarah untuk solusi masalah-masalah sosial
masa Kkni
- kemampuan melakukan kritik terhadap sumber

10



- kemampuan berfikir historis dalam mengkaji berbagai peristiwa
sejarah dan peristiwa politik, sosial, budaya, ekonomi yang timbul
dalam kehidupan keseharian masyarakat dan bangsa

- memiliki semangat kebangsaan dan menerapkannya dalam kehidupan
kebangsaan

Untuk itu maka asesmen hasil belajar kurikulum sejarah harus memperhatikan hal-hal seperti
berikut:

- frekuensi asesmen;

- alat asesmen yang digunakan;

- prosedur dan pelaksanaan asesmen;

- feedback mechanism
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